
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 69); 

ten tang 
Republik 

18 Tahun 2008 
(Lembaran Negara 

U ndang-undang Nomor 
Pengelolaan Sampah 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun l 956 tentang 
Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
dalarn Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, 'Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1992); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Mengingat 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli 
Tengah tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (3) 
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja 

Menimbang 

BUPATITAPANULITENGAH, 

TENTANG 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Y....ABUPATEN TAPANULI TENGAH 

PERATURANBUPATITAPANULITENGAH 
NOMOR 38 TAHUN 2017 

BERITA DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2014 tentang 9. Undang-Undang Nomor 30 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Indonesia Nomor 5494); 
Nemer 5494, Tambahan 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

6. Undang.-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemberrtukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lnrlon~~i~ Nomnr fi'l::\4\~ 
---- -- - -- - ·- -- - - . - --- - - - - - - I I 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

~ 
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Tengah; 

6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

KETENTUAN UMUM 
'D A,'D T 
-~ .& 
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FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI 
TENG.AB:. 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
SHsun~.n Nornenklatur Satuan Ke,rja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Tahun 2016 Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

.., 
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Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan evaluasi; 

b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan mutu dan audit lingkungan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan 

laboratorium; 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian 

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan 

persampahan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian serta 

pembinaan teknis; 

Pasal 2 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BAB II 
ORGANISASI DINAS LINGICUNGAN HIDUP 

Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah 

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yeng terdiri 

dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterarnpilan tertentu, 

yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 
12. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/PNS 

adalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 

,. - ..,. - 



3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

b. Sekretaris, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum, perlengkapan dan kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan dan Program. 

c. Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hid up, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan. 

Pasal 3 

(1) Secara hirarki Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dibantu Unit Pelaksana Teknis 

dan Kelompok J abatan Fungsional; 

(2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari: 

SUSUNAN ORGANISASI 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

h. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga 

Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. 

i. memberikan pelayanan dalam pengeluaran rekomendasi terhadap 

Dokumen Lingkungan bagi setiap permohonan memperoleh izin 

melakukan usaha dan/atau kegiatan; 

J. perumusan kebijakan telmis dalam lingkup pengendalian dampak 

kehutanan, persampahan dan kebersihan; 
f. melaksanakan kebijakan telmis penegakan hukum lingkungan dan 

penyuluhan; 
g. memberikan pelayanan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat 

tentang suatu pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan 

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

d. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan penertiban dampak 

lingkungan; 

,:;. - ..) - 
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c. menyusun program kerja Dinas sesuai dengan rencana strategis Pemeri.ntah 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 

d. merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak 

lingkungan; 

e. mengendalikan serta mengarahkan pelaksanaan tugas pada sekretariat dan 

berlaku; 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup, menyelengga.rakan fungsi; 

a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas; 

b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 

Pasal 5 

,,. 
I 

menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, 

kehutanan, kebersihan dan persampahan meliputi perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, koordinasi dan pembinaan teknis. 

Pasal 4 

Baglan Kesatu 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

'D •n Y'll'Y 
U~.L.1..1, 

f. Unit Pelaksana Teknis; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun. 

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri 

dari: 

1. Seksi Pencemaran Lingkungan. 

2. Seksi Kerusakan Lingkungan. 

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan 

Peningkatan Kapasitas, terdiri dari: 

,:, 
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1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Dinas, 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dengan Bidang-bidang 
lainnya; 

e. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas staf; 
f. melaksanakan penatausahaan keuangan; 
g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang berada di Dinas; 
h. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi yang berada di 

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sekretaris; 

b. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sekretaris sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

c. menghimpun dan mengarsipkan laporan hasil pemeriksaan lapangan 

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi 
yang meliputi umum, perlengkapan dan kepegawaian, keuangan dan program, 
humasy dan kerumahtanggaan satuan organisasi Dinas. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris 

Pasal 6 

SEKRETARIS 

kegiatan-kegiatan kelompokjabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis; 
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. 

keperluan lainnya sebagai penunjang kegiatan Dinas; 
h. melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan persampahan; 
i. melakukan pengawasan dan penerapan aturan yang berhubungan dengan 

lingkungan hidup, kehutanan, sampah dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dan kebersihan; 

f. mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat yang 
akan ditandatangani Bupati yang berhubungan dengan lingkungan hidup; 

. .., 
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J. memberikan pelayanan teknis administrasi kepegawaian; 

k. melaksanakan urusan pelayanan penerbitan surat kenaikan gaji berkala; 

1. mengarahkan pelaksanaan tugas staf administrasi Sub Bagian Umum, 

Perlengkapan dan Kepegawaian; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perlengkapan 

dan Kepegawaian dengan Sub Bagian lainnya; 

f. mempersiapkan konsep-konsep surat dinas; 

g. meneruskan proses administrasi surat-menyurat kepada Sekretaris; 

h. melaksanakan tugas teknis urusan perlengkapan dan inventaris barang 

serta kebutuhan run ah tangga Dinas; 

perlengkapan dan kepegawaian dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

um um, dokumen dan administrasi memelihara d. mengarsipkan 

kepegawaian; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Umum, 

Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 

UITIUiIT, 

(1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 

adalah; 

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi 

umum, perlengkapan dan kepegawaian; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

"---" - ra.::sa..1. o 

Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Program 

Pasal 7 

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan 

lingkungan Dinas; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

J. mengkoordinasikan tugas-tugas ketatausahaan dan tata laksana serta 

rumah tangga Dinas; 

0 
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( 1) Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Penat.aan dan Penaatan Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan tugas penyusunan Penataan dan Penaatan Pengendalian 

KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN 

DAN ICERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

pembangunan untuk program tahun berikutnya; 
h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Keuangan dan Program 

sesuai dengan pedoman kerja; 
i. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksana.an tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Sekretaris; 

g. 

mengkoordinasikan teknis administrasi keuagan sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis kepada Bendaharawan; 

f. v 

keperluannya; 
d. mempersiapkan rencana kerja anggaran; 
e. mengumpulkan bahan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja 

anggaran (RKA) dan dokumen pelaksana anggaran (DPA); 

keuangan dan program; 
b. menghirnpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan 

dan Program; 
c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bagian 

- ...... 
(2) Uraian tugas Kepala. Sub Bagian Keuangan dan Program adalah: 

A 
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q. 

p. 

0. 

n. 

(RPPLH) Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion; 

penyusunan neraca sumber daya alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup; 

penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 

penyusunan Indeks Lingkungan Hidup; 

sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Pengendalian 

Pencemaran clan Kerusakan Lingkungan Hidup (RPPLH); 

m. 

1. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

J. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; 

k. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pendapatan domestik 

bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) hijau, mekanisme 

insentif/ disinsentif pendanaan lingkungan hidup); 

Rencana Pengendalian evaluasi pelaksanaan dan h. pemantauan 

Lingkungan Hidup (RPPLH); 

g. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam rencana pembangunan 

jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah 

(RPJM); 

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penaatan 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 

Bidang lain dan Sekretaris; 

e. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam lingkungan hidup; 

a. menghimpun dan mernpelajari peraturan perundang=undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

b. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Penataan dan 

Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

"Jh 
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Hidup Daerah; 

lingkungan; 

gg. pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan; 

hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izm perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 

H u. 

melalui pengadilan; 

ee. pengembangan sistem infonnasi, sosialisasi tata cara penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 

dengan izm lingkungan dan 1Z1n Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

aa. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

bb. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 

cc. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan; 

fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak z. 
y. 

pelaksanaan proses izin lingkungan; x. 

v. penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak 

lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan 

lingkungan hidup); 

w. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

V (komisi penilai, tim pakar, konsultan clan pemerhati lingkungan); 

(KLHS); 
t. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); 

u. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, 

upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan 

hidup, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko 

.. u, 

r. fasilitasi keterlibatan masyarakat. dalam pelaksanaan kajian lingkungan 

hidup strategis (KLHS); 

11 
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e. inventarisasi data dan inforrnasi kajian dampak lingkungan; 

f. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam rencana pembangunan 

jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah 

(RPJM); 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 

c. menyusun langkah - langkah kerja/kegiatan Kepala Perencanaan dan 

Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Perencanaan 

dan Kajian Dampak Lingkungan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

a. membantu Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk menyusun suatu 

perencanaan dan kajian dampak lingkungan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang -undangan, Petunjuk 

(1) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 
adalah: 

Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hid up terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan. 

b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. 

c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

~--a .. "fr. :,;;;a.;:sa..l ..LV 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
11. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

mm. penanganan barang bukti dan penegakan hukum pidana secara terpadu; 

nn. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Bidang lainnya; 

oo. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 

pp. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

----------------------~M--------------~~~~-, - a z, - \ 

JJ. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 

lingkungan; 



Lingkungan, adalah : 
a. membantu Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka pengaduan 
dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

melaksanakan tugas-tugas lain yang d:iberikan Kepala Bidang. w. 

Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, Audit 
Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup); 
penyusunan tim kajian dan penilaian dokumen lingkungan hidup (amdal 
dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup) yang transparan (komisi penilai, tim pakar, konsultan 
dan pemerhati lingkungan); 

u. 

dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH); 
q. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
r. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
s. fasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan dalam pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 
t. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencernaran dan/atau 

p. 
0. 

n. 

penyusunan neraca sumber daya alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup; 
penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 
penyusunan lndeks Lingkungan Hidup; 

m. 

disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 
I. sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(RPPLH) Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion; 

k. 

pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup 

strategis (KLHS);. 
penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; 
penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik 

1. 

penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hid up (RPPLH); 
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- 1.J - 

J. 

'h ..... 

g. 



a. membantu Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum 
lingkungan hidup; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksaanaan tugas Seksi Penegakan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 
h. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan; 
i. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan; 
J. pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 

sesuai dengan keperluannya; 
e. penyusunan kebijakan tata cara pelayanan pengaduan, sosialisasi dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 
f. fasilitasi penerirnaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin Lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan; 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan keperluarmya; 
c. menyusun langkah - langkah kerja/kegiatan Seksi Pengaduan Pengaduan 

dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana 

Kerja yang ditetapkan; 
d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pengaduan 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
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bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas. 

(1) Bidang Pengelolaan Sarnpah, Lirnbah Bahan Berbahaya Beracun dan 
Peningkatan Kapasitas adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun 
dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 

BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 

k. 

Hidup Daerah; 
h. pembentukan tirn monitoring dan koordinasi penegakan hukum; 
1. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
j. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu; 

s. 

Hukum Lingkungan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 
e. pengawasan terhadap usaha dan/ a tau kegiataan yang memiliki izm 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 
f. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin, tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

c. menyusun langkah - langkah kerja/kegiatan Seksi Penegakan Hukum 
Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 
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pemrosesan akhir sampah; 

q. 

tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan 

akhir (TPA) sampah; 

o. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping; 

p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah; 

IT. 

J. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk; 

k. perumusan kebijakan penanganan sampah dengan pernilahan, 

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 

1. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah; 

m. pemungutan retribusi atasjasa layanan pengelolaan sampah; 

untuk setiap kurun waktu tertentu; 

g. perumusan kebijakan pengurangan sampah dan pembatasan 

timbunan sampah; 

h. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku 

produksi dan kemasan produk kepada produsen/industri serta 

pendaur ulang sampah; 

E 1. 

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, 

Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas dengan 

Bidang lain dan Sekretaris; 

e. penyusunan informasi pengelolaan sampah; 

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 

Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas; 

b. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Pengelolaan 

Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan 

Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan 

"t6 
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terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 
bb. pengembangan materi, metode, penyiapan sarana prasarana dan 

pelaksanaan pendidikan dan latihan dan penyuluhan Lingkungan 
Hid up; 

cc. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup; 
dd. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan 

z. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 
pendampingan terhadap masyarakat hukum adat (MHA), kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hid up (PPLH); 

aa. penyiapan model peningkatan kapasitas, penyiapan sarana prasarana 
dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat 

lokal a.tau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) 
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

y. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat 
hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 

lain; 
w. perumusan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan 

kebijakan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan 
limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, 
perubahan dan pencabutan); 

x. penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi serta 

v. 

swasta; 
pemberian perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan 

u. 

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 

t. 

pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola 

sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 
r. 
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akhir sampah; 

g. pembinaan pembatasan timbunan sampah dan penggunaan bahan baku 

produksi dan kemasan kepada produsen/industri; 

h. pembinaan dan penyediaan fasilitas sarana prasarana pendaur ulangan 

sampah; 

1. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk; 

dan Kebersihan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pengelolaan 

Sampah dan Kebersihan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

keperluannya; 

e. pengelolaan sampah dan kebersihan; 

f. pelaksanaan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah 

c. 

Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas 

pengelolaan sampah dan kebersihan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang -undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksana.an tugas Seksi Pengelolaan 

Sampah dan Kebersihan; 

a. 

Pasal 14 

(1) Uraian tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah: 

a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. 

b. Seksi Limbah Bahan berbahaya Beracun. 

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

Pasal 13 

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya. Beracun dan Peningkatan 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 

Kepala Dinas; 
gg. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; 

ee. penyusunan kebijakan tata cara, penilaian dan pemberian 

penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; 
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perizinan penyimpanan sementara dan 
Bab.an Berbahaya Beracun (pengajuan, 

perumusan kebijakan 
pengumpulan limbah 

e. 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja 
yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

'R-----...,·-~ .lJC.l CU., U.1.11 

a. membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sarnpah, Limbah Bahan Berbahaya 
Beracun dan Peningkatan Kapasitas melakukan tugas pengelolaan limbah 
Bahan Berbahaya Beracun; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang -undangan, Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan -bah.an lainnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah Bah.an Berbahaya 

t. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pengelolaan Sampah dan 
Kebersihan sesuai dengan pedoman kerja; 

u. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 

p. pelaksanaan kerjasarna dan kemitre.an dengan badan usaha pengelola 
sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 
r. pemberian perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
s. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah; 
o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir 

h d akhrr. dengan m. pengawasaan ter a ap tempat pemrosesan 
pembuangan open durnping; 

n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sis tern 
sampah; 

k. pemungutan retribusi atasjasa layanan pengelolaan sampah; 
1. penyediaan lokasi tempat tempat penampungan sementara (TPS), tempat 

"tlf\, 
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e. identifikasi, verifi.kasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

Hid up; 
c. pelaksanaan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya 

Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka peningkatan kapasitas 
lingkungan hidup; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

Beracun sesuai dengan pedoman kerja; 
k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bi dang; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun; 
h. pelaksanaan kebijakan perizinan penyimpanan sementara dan 

pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan); 
i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, 

pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun; 

" e- 

f. pelaksanaan pcrizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah 

Bahan Berbahaya Beracun; 
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masyarakat; 
1. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

dan non institusi; 
m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 
n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

pengisolasian serta pengehentian) sumber pencemar institusi dan non 
institusi; 

1. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pern berian informasi, pengisolasian 
serta penghentian) sumher pencemar institusi dan non institusi; 

J. penentuan baku mutu sumber pencemar; 
k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian 

J,-2~~-~;. 
1111v1111c1;:s1, 

dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Bidang-bidang lain dan 
Sekretariat; 

e. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; 
f. pelaksanaan pemantrauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan 

laut; 
g. penentuan baku mutu lingkungan; 

c. 
I' ,. 

Kerusakan Lingkungan Hidup; 
menyusun lan.gkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana 
Kerja yang ditetapkan; 
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

b. 

d¥..•,,O 
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pemulihan kelestarian lingkungan, pencemaran serta kerusakan lingkungan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hid up 
menyelenggarakan fungsi : 
a. menghirnpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya 

(2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

~~ 
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a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran clan Kerusakan 

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Hidup; 

Pasal 17 

a. Seksi Pencemaran Lingkungan; 

b. Seksi Kerusakan Lingkungan; 

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pasal 16 

keanekaragaman hayati; 

y. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Dinas; 

pengelolaan dan informasi sistem database pengembangan x. 
pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

kaca (GRK); 
perencanaan, penetapan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan 

keanekaragaman hayati; 

v. 

u. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan 

inventarisasi Gas Rumah Kaea dan penyusunan profil emisi gas rumah 

s. 

r. 
q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; 
pelaksaanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan; 
t. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemamfaatan secara alami dan 

o. penyediaan sarana prasarana pemantau lingkungan pemantauan 

lingkungan (laboratorium lingkungan); 
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masalah; 

Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kerusakan lingkungan dan 

pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya 

yang berhubungan dengan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan tentang berbagai masalah 

a. 
(2) Uraian tugas pokok Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan adalah : 

k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan serta pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bi dang; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

h. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan serta pembinaan 

tindak lanjut rekomendasi terhadap sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

1. penyedia sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan); 

J. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pencemaran Lingkungan 

baku mutu lingkungan; 

f. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta pengehentian) sumber pencemar institusi 

dan non institusi; 

g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian 

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

Pencemaran c. 

Lingkungan; 
menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi 

Lingkungan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pencemaran 

Lingkungan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. pelaksanaan pemantauan sember pencemar institusi dan non institusi 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya yang 



secara lestari sum ber daya alam; 

f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

g. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaea dan penyusunan profil emisi 

Gas Rumah Kaea; 

h. pereneanaan konservasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan 

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan 

dan hut.an; 

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pemeliharaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

keperluannya; 
d. menyusun langkah-langkah kegiatan/kerja sesuai dengan reneana kerja 

yang ditetapkan 

Kehutanun adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Peneemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup melakukan pemeliharaan lingkungan hidup dan 

hutan; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya 

dengan pedoman kerja; 

i. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan serta pertimbangan pemeeahan masalah kepada Kepala 

Bi dang; 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

yang ditetapkan; 
f. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pemantauan dan 

penanggulangan peneemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian) kerusakan lingkungan; 
g. pelaksaanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan; 

- v, 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Kerusakan 

Lingkungan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 
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horizontal, koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya serta 
pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan 
akuntabilitas; 

(2) Setiap peiabat struktural di perangkat daerah waiib menerapkan penzawasan 
melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 

Pasal 20 
( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala 

Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib membangun, 

BAB IV 

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam 
jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin 
oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja; 

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional 

Bagian Ketujuh 

KELOMPOK. JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 19 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
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akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. 

Pasal 18 
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..ua.g.1.u..1..1. ~"-"-.1..1.1'1.L&.L 

UHIT PELAKSANA TEKNIS 

database keanekaragaman hayati; 
k. menghimpun dan mempelajari perrnasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan serta pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bi dang; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

.. J• 

1. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

ha.ya.ti; 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 38 

pada tanggal 10 Maret 2017 
SEKRETARISD~~ABUPATENTAPANULITENGAH 

BUKIT TAMBUNAN 

ttd 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 9 Maret 201 7 

PJ. BUPATI TAPANULI TENGAH 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 
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